
n.. v 

~ 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR t8 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAE:UPATEN ACEH BARAT DAYA 
TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH BAR'\T DAYA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Aceh Barat D:iya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang­
Undang Nomor 25 Tahu~1 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. perlu menetapkan Rencana Kerja 
Pembangunan Kabupatc 1 (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 
2021; 

b. bahwa berdasarkan K1:putusan Gubernur Aceh Nomor 
050/915/2020 tentang r·:11ctapan Pagu lndikatif Program clan ~ 
Kegiatan Yang Bersumb•!r dari Tambahan Dana Bagi Hasil 
Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonom Khusus Aceh 
Tahun Anggaran 202 J telah ditetapkan Pagu lndiJ,atif 
Program dan Kegiatan y, ng Bcrsumber dari Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan C is Bumi serta Dana Otonom Khusus 
Aceh Tahun Anggaran ~ 1 021, <liantaranya untuk Kabupaten 
Aceh Barat Daya; 

c. bahwa berdasarka.n pertirnbangan sebagaimana pada hurur a, 
perlu menetapkan Peratu rn.n Bupati Acch Barat Daya tentang 
Rencana Kerja Pembangrn1an Kabupaten (RKPK) Aceh Barat 
Daya Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor " Tahun 2002 ten.tang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Sarai Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten 
Aceh Tamiang di Prolinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran ~cgara Republik Indonesia Nomor 
4179); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangu 1an Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nom01· 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerfrtah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RepulJlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembara i Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tnmbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran f''egara Republik Indonesia Nomor 
4703); 

6. Undang-Undang Nomor 2.3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan L•!rnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana t:elah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tar.un 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesi 1 Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah \fomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara ~ 
Republik Indonesia Nomor 5888); · 

9. Peraturan Presiden Nomc.>r 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah untuk Kedu;l Kalinya Dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 i Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman P•!nge\olaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik lndonseia Tahun 2011Nomor310); 

11. Peraturan Menteri Dala:11 Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Peren.:anaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Ten ta 1g Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Sert> Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Mlnengah Daerah, dan Rencana Ke1ja 
Pemerintah Daerah (8erit'l Negara Republik Indonseia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dala'11 Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan I<euar•ga11 Daerah (Serita Negara Rep11h\ik 
Indonseia Tahun 2019 No11or 1447); 

13. lnstruksi Men teri Dalam Negeri Norn or 061/291 l /SJ Tahu n 
2016 tentang Tindak Laniul Peraturan Pemerintah Nom01 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

14. Qanun Aceh Nomor '' Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 
(Lembaran Aceh Tahun '.!O 12 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Aceh Nomor 9); 

15. Qanun Aceh Nom01· 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Qanun Aceh Nomrn 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
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Aceh Tahun 2018 Nomm· T. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

16. Peraturan Gubernur AcPh Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan ,J ingka Menengah Aceh Tahun 2017-
2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16); 

17. Peraturan Gubernur Acch Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pengel«laan Tambahan Dana Bagi l-lasil 
Minyak dan Gas Bumi ;Jan Dana Otonomi Khusus (Berita 
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23); 

18. Peraturan Gubernur Acch Nomor 42 Tahun 2020 Tentang 
Rencana Ke1ja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah 
Aceh Tahun 2020 Nomor ·~I); 

19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata F~uang dan Wilayah Kabupaten 
(RTRWK) Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh J:arat Daya Tahun 2013 Nomor 17); 

20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pemb3.ngunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2005-2025; 

21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan chn Susunan Perangkat Kabupaten 
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya ~ 
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah clengan 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas :)anun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 8 Tahun 2016 kntang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun '.~017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Rencana Pemban5unan Jangka Menengah Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 131); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA 
KERJA PEMBANGUNAN I<ABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
TAHUN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang climal :sud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupate:1 Aceh Barat Daya; 
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksa 1akan oleh Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan; 

3. Pemerintah Kabupaten adal11h Bupati dan perangkatnya; 
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya; 
5. Sekretaris Daerah yang s< lanjutnya disingkat Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; 
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Aceh Barat Daya; 

7. Keuangan Daerah adalah ·~cmua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggarnan pemerintahan daerah yang dapat 
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dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
terse but; 

8. Anggaran Pendapatan d2.n Belanja Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRK, clan ditet2.pkan dengan qanun; 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat PPKK aclalah Kep<l ln Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

10. Satuan Kerja Perangkat l<a )Upaten yang selanjutnya disingkat 
SKPK adalah perangkat Katupaten pada Pemerintah Kabupaten 
selaku Pengguna Anggaran/l3arang; 

11. Rencana Pembangunan Jsngka Menengah Kabupaten, yang 
selanjutnya disingkat RPJ IV] K aclalah dokumen perencanaan 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Pembangu11an Kabupaten, yang selanjutnya 
disingkat RKPK adalah dol< .i men perencanaan untuk periode l 
(satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan 
Daerah. 

1·1sal2 

(1) RKPK merupakan clokumen visi, misi clan program Bupati yang 
ditetapkan clalam RP.JMI< kc" dalam program clan kegiatan 
Pembangunan Tahunan Kab_ipaten. 

(2) RKPK sebagaimana dimai sud pada ayat (1) menguraikan 
Program clan Kegiatan yang i.kan clilaksanakan pacla tahun 2021 
yang diusulkan melalui dan l. i\nggaran Penclapatan clan Belanja 
Kabupaten (APBK)serta yang diusulkan melalui Dana Otonomi 
Khusus Aceh. 

(3) RKPK sebagaimana climakn1cl pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan. 
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 
Bab III Kerangka EkonmT·i Daerah clan Kebijakan Keuangan 

Daerah. 
Bab IV Sasaran clan Prioritas Pembangunan Daerah. 
Bab V Rencana Kerja clan Pcndanaan Daerah. 
Bab VI : Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah. 
Bab VII : Penutup. 

(4) Rincian RKPK sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan 
RKPK sebagaimana climaksud Pasal 2. 

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) memuat rancangan 
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kabupaten, 
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan 
mendorong partisipasi masyarakat clengan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah. 
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